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ABSTRAK 

Kelfani/222014235/2019/Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang/Akuntansi Sektor Publik 

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yaitu bagaimana anggaran kinerja 

sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang dan Tujuannya adalah untuk 

mengetahui bagaimana anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota 

Palembang.   

Jenis penelitian ini adalah penelitian desktiptif. Penelitian ini dilakukan pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang. Variabel dalam penelitian ini adalah anggaran kinerja sektor 

publik. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan 

dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis kuantitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa target dan realisasi anggaran kinerja sektor publik masih 

rendah dari pada target yang sudah di tetapkan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi 

dalam dinas perhubungan kota palembang misalnya ada beberapa target pendapatan yang 

kurang efektif,hal ini disebabkan penurunan terhadap retribusi,sedangkan tidak efisien itu 

dikarenakan belanja modal dan belanjaoperasi dinas perhubungan kota palembang tidak sesuai 

dengan realisasi pendapatan. 

Kata kunci : Anggaran kinerja sektor publik. 
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ABSTRACT 

 

Kelfani / 222014235/2019 / Public Sector Performance Budget Analysis at the Palembang City 

Transportation Agency / Public Sector Accounting 

This research was conducted to answer the problem, namely how the public sector performance budget 

on the Department of Transportation of Palembang City and the aim was to find out the public sector 

performance budget at the Transportation Office of Palembang City. 

This type of research is descriptive research. This research was conducted at the Transportation Office of 

the City of Palembang. The variable in this study is the public sector financial performance budget which 

is measured using the effectiveness ratio, efficiency ratio and income growth ratio. Data collection 

techniques are documentation techniques. The analysis technique used is quantitative analysis. 

The results of the authors' research indicate that the Transportation Agency of Palembang City in 2013-

2017 was in a less effective condition. Measuring the performance budget using the efficiency ratio was 

obtained that the Palembang City Transportation Agency in 2013-2017 was inefficient 

conditions.Measuring the performance budget using the income growth ratio is obtained that the revenue 

growth in the Palembang City Transportation Agency in 2013-2017 is considered still not good. The 

ineffective and inefficient nature of the Palembang City Transportation Agency is caused by the presence 

of unacceptable regional retribution and an increase in expenditures, while local revenues actually 

decline. 

 

Keywords: Public Sector Financial Performance Budget 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini pemerintah telah menerapkan sistem penganggaran dengan sistem 

anggaran berbasis kinerja. Sebelum sistem anggaran berbasis kinerja diberlakukan, 

pemerintah menggunakan sistem anggaran tradisional, yang mana sistem ini lebih 

menekankan pada biaya bukan pada hasil/kinerja. Sistem anggaran tradisional ini 

dengan penyusunan anggaran yang bersifat line item budget, yang mana proses 

penyusunan anggarannya berdasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya, 

dengan demikian tidak ada perubahan yang signifikan atas anggaran tahun 

berikutnya 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin 

dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran 

finansial.Dengan demikian, anggaran merupakan hal yang sangat penting bagi 

pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Keuangan Negara 

Pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD 

(Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja 

Perangkat Daerah) selakupengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan 

Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai 

(Nanda, 2016:327). 

Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik memiliki peran utama 

dengan memberikan informasi Akuntansi yang relevan dan handal kepada 
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pimpinan untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. 

Anggaran atau sejumlah uang yang diperuntukkan untuk dihabiskan dalam periode 

tertentu untuk melaksanakan suatu program dalam organisasi pemerintahan juga 

perlu direncanakan. Dengan adanya Akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan 

dapat mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab ke tingkat manajemen di 

bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan 

organisasi (Mandak, 2013:466). 

Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang bekerja 

secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan 

sebelumnya. Organisasi sebagai suatu sistem kegiatan yang dikoordinasikan secara 

sadar di antara dua orang atau lebih. Organisasi menggunakan tanggungjawab dan 

pengambilan keputusan untuk mengarahkan pelaksanaan pencapaian tujuan 

organisasi (Novitasari, 2017:9). 

Jika melakukan proses pengendalian biaya, manajemen suatu organisasi 

harus melakukan perbandingan secara terus-menerus biaya yang terjadi antara 

perencanaan dan pelaksanaan yang terjadi. Dari hasil membandingkan antara 

program atau anggaran yang telah disusun, manajemen akan dapat melakukan 

penilaian atas suatu efisiensi usaha pada organisasi tersebut. Anggaran dapat 

memberikan aspek motivasi bagi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. 

Anggaran sering digunakan untuk menilai kinerja dari pimpinan pusat 

pertanggungjawaban. Dalam proses perencanaan atau anggaran biaya dan 

pelaksaan atau realisasi biaya, pimpinan organisasi dapat menilai kinerja dari 

pimpinan suatu pusat pertanggungjawaban apakah mendapatkan penghargaan 

atauhukuman sesuai dengan prestasi (Mandak, 2013:466). 
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Berdasarkan anggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah terlebih dahulu 

harus memiliki renstra (perencanaan strategis) yang disusun dengan objektif dan 

juga melibatkan seluruh komponen yang ada didalam pemerintahan. Dengan 

adanya sistem tersebut pemerintah daerah diyakini akan dapat mengkur kinerja 

keuangannya yang tergambar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. 

Aspek yang diukur didalam penilaian kinerja pemerintah daerah salah satunya 

adalah aspek keuangan yang berupa ABK (Anggaran Berbasis Kinerja). 

Anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada 

prestasi kerja atau hasil. Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran 

yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan 

misi serta perencanaan strategis organisasi. Sistem penganggaran ini mengaitkan 

langsung antara output dengan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan 

penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan. Anggaran 

berbasis kinerjadianggappenting,karenaanggaran berbasis kinerja diharapkan dapat 

memperbaiki taraf hidup masyarakat, meningkatkan efektivitas pembangunan dan 

memperbaiki tata kelola keuangan dan pemerintahan yang lebih baik(Nanda, 

2016:327-328). 

Menurut tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan 

menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, 

akuntabel, berdaya guna, berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN). Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan 

administrasi publik pemerintahan yang mempunyai beberapa arti, hal ini sering 

digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat 

dipertanggungjawabkan, yang dapat dipertanyakan, yang dapat dipersalahkan, dan 
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yang mempunyai ketidakbebasan termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan 

dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik 

atau pemerintahan (Mandak, 2013:466). 

Objek dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

Dibentuknya Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak serta diikuti oleh 

perubahan instansi, melainkan juga tahapan-tahapan instansi. Berawal dari 

terbentuknya Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan (LLAJ) Palembang I, berubah 

menjadi Dinas Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya (LLAJR) Wilayah I, berubah 

menjadi Cabang Dinas I Lalu Lintas Angkatan Jalan Raya (LLAJR) Tingkat II 

Kotamadya Palembang.  

Dinas perhubungan kota Palembang dibentuk berdasarkan peraturan 

pemerintah nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas, pokok, 

fungsi, dan struktur organisasi dinas daerah. Dinas perhubungan adalah sala satu 

dinas daerah kota Palembang mempunyai tugas pokok, fungsi dan struktur 

organisasi dinas daerah kota Palembang mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi sesuai 

dengan lingkup tugasnya. Dinas perhubungan kota Palembang merupakan dokumen 

perencanaan yang bersifat indikatif, memuat program-program pembangunan 

sarana dan prasarana masyarakat yang akan dilaksanakan oleh dinas serta 

mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu lima tahunan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2013 serta Undang-

Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang keuangan negara telah menetapkan 

penganggaran berbasis kinerja dalam proses penyusunan anggaran. Disebutkan 

bahwa hal yang terpenting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah 
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dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja, karena penganggaran berbasis 

kinerja merupakan suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang didasarkan 

pada kinerja yang ingin dicapai. 

Berdasarkan tahun 2006, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan lagi 

peraturan mengenai ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja ini melalui 

Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 13 tahun 2006 dan telah 

diubah dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 dan kemudian diubah lagi 

dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas 

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan tentang penyusunan RKA SKPD 

(Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output yang optimal atau 

pengeluaran yang dialokasikan, sehingga pada setiap pengeluaran harus 

berorientasi atau bersifat ekonomis, efektif dan efisien pada saat pelaksanaan dan 

pencapaian suatu outcome (hasil) (Nanda, 2016:328). 

Hal ini menegaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Palembang telah 

mengupayakan pelaksanaan anggaran, yang sesuai dengan prosedur. Sehingga 

masyarakat tidak hanya dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan, 

sehingga Dinas Perhubungan Kota Palembang berusaha dengan baik dalam 

melaksanakan seluruh perencanaan yang ada. Berikut ini adalah data pendukung 

Dinas Perhubungan Kota Palembang. 
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Tabel I.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Perhubungan 

Kota Palembang 2014-2017 
 

 Tahun Anggaran Realisasi Persentase 

2013 15.597.000.000,00 13.986.324.123,67 89,67% 

2014 17.106.550.000,00 7.039.928.913,34 41,15% 

2015 15.926.550.000,00 15.442.360.528,00 96,96% 

2016 23.356.700.000,00 15.535.743.775,00 66,52% 

2017 18.110.000.000,00 13.064.346.640,00 72,14% 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palembang, 2018 

  

Berdasarkan Tabel I.I di atas dapat dilihat bahwa anggaran pendapatan 

Dinas Perhubungan Kota Palembang tidak pernah mencapai target yang telah 

ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palembang dari tahun 2014-2017. 

Realisasi anggaran tidak tercapai maksimal disebabkan oleh berkurangnya (bus  

kota, bus AKAP dan bus AKDP masuk terminal), berkurangnya (sewa petak, loket, 

kios sejak diberlakukan Perda No. 17 tahun 2011 tentanng besarnya uang sewa 

loket, petak dan kios), masi banyak trevel gelap, tidak dilakukan lagi pungutan 

retribusi angkutan barang di luar terminal, pembangunan LRT menyebabkan 

menutup beberapa titik parkir, adanya juru parkir dan parkir ilegal, pemasangan 

gorong-gorong/pipa PGN, menurunya jumlah kendaraan yang parkir dibebrapa 

lokasi parkir karena faktor iklim hujan (cuaca), toko tutup, adanya oknum yang 

tidak mempunyai kepentingan dan wewenang dalam pemungutan retribusi parkir 

khususnya premanise yang terjadi pada saat petugas melakukan pemungutan 

retribusi parkir, pemungutan retribusi sandar dilakukan oleh pihak ketiga 

(perorangan) dengan sistem target, banyaknya penumpang umum yang beralih ke 

mobil pribadi dan motor, kurangnya kesadaran dari pemilik kendaraan (wajib uji) 

untuk mengujikan kendaraan secara berkala (2 kali dalam setahun), terbatasnya 

kewenangan dishub untuk melakukan penertiban kendaraan yang tidak baik jalan di 
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jalan raya, banyaknya kendaraan wajib uji domisili kota Palembang yang dimiliki 

oleh perusahaan dibidang pertambangan dan perkebunan. 

Proses penyusunan anggaran di Dinas Perhubungan Kota Palembang 

dilakukan dengan menguraikan perbandingan antara biaya aktual dengan biaya 

yang dianggarkan serta penyimpangannya. Sehingga Dinas Perhubungan Kota 

Palembang dapat membandingkan antara anggaran dengan realisasinya, dan dapat 

menilai prestasi kerja masing-masing manajer pusat pertanggungjawaban sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan 

dengan jelas sebagai tolak ukur penilaian prestasi kerja akanmendorong motivasi 

kerja para karyawan untuk bekerja lebih baik dan lebih berprestasi. 

Kelemahan yang dapat dilihat adalah beberapa pegawai yang menyusun 

anggaran tersebut memiliki kinerja yang tidak dapat diandalkan, sehingga proses 

pelaksanaan anggaran tidak berjalan dengan baik, dan tidak mencapai target yang 

diharapkan. Sehingga mengurangi pendapatan, yang berakibat pada hasil pungutan 

retribusi anggaran tidak berjalan secara optimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan melihat pentingnya 

pertanggungjawaban anggaran, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah anggaran kinerja sektor publik 

pada Dinas Perhubungan Kota Palembang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, serta 

pengalaman yang berguna mengenai anggaran kinerja sektor publik pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang. 

2. Bagi Dishub Kota Palembang 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi tentang 

anggaran kinerja sektor publik pada Dinas Perhubungan Kota Palembang. 

3. Bagi Almamater 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Muhammadiyah 

Palembang khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya, sehingga dapat 

mengetahui secara rinci mengenai anggaran kinerja sektor publik pada Dinas 

Perhubungan Kota Palembang. 
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